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ABSTRAK

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu perlu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-
sungguh dan konsisten-oleh semua pemangku kepentingan. Kebakaran hutan dan
lahan di wilayah Sumatera, seperti Riau, Jambi;, Sumatera Selatan serta sebagian
Kalimantan, telah menyebabkan kabut asap setidaknya dalam tiga bulan terakhir
pada tahun 2015 lalu. Kekuasaan negara berkaitan dengan tanggung. jawab dan
kewajiban. Dilihat dari segi perkembangan negara demokrasi, dua hal ini
merupakan unsur dari kesatuan qpengertian’kekuasaan. Dewasa ini hampir tidak
ada suatu kekuasaan yang:tidak diikuti oleh tanggungjawab dan kewajiban. Sebab
bila tidak,hal demikian ‘mengarah kepada negara. totaliter. Berdasarkan
pemahaman ~ini, maka penulis merumuskan dua rumusan-masalah, yakni:
Pertama, Bagaimanakah tanggung jawab Negara terhadap pembakaran hutan dan
lahandalam perspektif Hak Asasi Manusia? Kedua, Bagaimanakah regulasi yang
dikeluarkan oleh Pemerintah terkait pembakaran hutan dan lahan?

Metode penelitian di dalam penelitian ini, Pertama, jenis penelitian adalah
hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis. Kedua, sumber data didukung
olenh sumber “data primer, data sekunder, dan data tersier. Ketiga, teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan. Setelah data
terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dan menarik kesimpulan dengan
metode berfikir deduktif yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke
bentuk khusus.

Dari hasil penelitian-masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan.
Pertama, Indonesia dalam tanggung. jawabnya sebagai Negara hukum harus
memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar khususnya hak-hak masyarakat
atas lingkungan yang baik dan sehat, ternyata dalam pelaksanaannya belum
dilakukan oleh negara dengan maksimal. Dapat menimbulkan negara Indonesia
mengalami kerugian besar terhadap pembakaran hutan dan lahan hingga melanda
beberapa negara tetangga pada khususnya yang tentu.memberi dampak yang tidak
hanya mengganggu ekosistem negara sekitar, :-namun juga berdampak pada
kegiatan usaha pada sektor riil seperti pariwisata dan transportasi udara. Kedua,
dalam rangka regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait pembakaran
hutan dan lahan, Negara Indonesia setidaknya memiliki empat peringkat hukum
yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penjeratan hukum tersebut melalui pendekatan hukum pidana, hukum
internasional, dan hukum tata negara sebenarnya memberikan alternatif untuk
menegakan keadilan. Namun rasanya keempat undang-undang tersebut dipandang
tidak memberikan menjawab rasa keadilan.
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A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

hidup lai

pengelolaan
lingkung v Ih ) ).semua pemangku
kepenting

Und

ungan Hidup
is dan terpadu
dan mencegah

yang meliputi

dan

keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3 Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang sehingga peran
negara atau tanggung jawab negara atas beberapa kasus penting terkait
permasalahan lingkungan hidup, antara lain kasus kebakaran hutan dan lahan
(selanjutnya disingkat dengan.karhutla), yang terjadi selama beberapa tahun,
namun hingga kini belum bisa dikatakan tuntas penanganannya. Terlepas adanya
perdebatan apakah kasus karhutla tersebut terjadi akibat adanya kemarau panjang
atau ulah ‘manusia, negara tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk
mengelola dan melindungi kondisi lingkungan yang menjadi lokasi pencemaran
udara akibat karhutla. Pada pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, negara bekerja dengan berlandaskan pada beberapa asas, salah satunya
adalah asas tanggung jawab negara, yang menjadikan negara sebagai titik sentral
dan acuan. Negara mempunyal peran penting dan sentral.

Kebakaran hutan dan Jahan di wilayah, Sumatera, seperti Riau, Jambi,
Sumatera Selatan serta sebagian Kalimantan, telah menyebabkan kabut asap pada
tahun 2019 ini. Dampaknya juga telah dirasakan oleh sebagian warga Malaysia
dan Singapura, karena asap itu telah menyebar di sebagian wilayah dua negara itu.
Di Riau dan Sumatera Selatan, kualitas udara di Kota Pekanbaru dan Palembang
sempat masuk kategori berbahaya seiring dengan meningkatnya jumlah titik api di
Pulau Sumatera.® Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan
tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan
segenap warga negara dengan koordinasi negara dalam pelaksanaan asas

tanggungjawab negara. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia adalah: ...

Shttp://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_sanksihukum_kabutasap. di akses, tanggal, 22
Mei 2020.


http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/lapsus_asap
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150914_dunia_malaysia_asap
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150914_dunia_malaysia_asap
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150914_indonesia_asap_pekanbaru
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Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

negara-negara
tetangga ng seharusnya
diurus dan aspek kelestarian

telah menga

memiliki ke unkan peraturan
hukum wajib if (administratif,
kebijakan) berwenang untuk
mengadili. : .aq . enjadi masalah internasional

karena kasus ini menimb ) an gara-negara tetangga sehingga
mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini dan
meminta negara Indonesia bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan oleh

kebakaran hutan tersebut.®

®Alinea 4, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

"Saniya Ilma Arifa, Kajian dan Analisis Kasus Kejadian Kebakaran Hutan Di Indonesia, 2015,
him. 5

8Widodo, Hukum Internasional Publik, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, him. 39.
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Hukum lingkungan Internasional mengatur bahwa setiap negara
mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat
bagi warga negaranya. Pasal 5 butir 1 Y""9-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang
ketentuan-ketentuan  pokok ..pengelolaan..lingkungan.. hidup (UUPLH)
menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan baik dan sehat.
Demikian juga deklarasi Universal PBB ‘mengenal Hak-Hak Asasi Manusia 10
Desember 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan
yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya.’

Permasalahan kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang
terjadi di Indonesia yang menyebar hingga ke negara tetangga, mengakibatkan
pengajuan protes terhadap Indonesia atas terjadinya permasalahan ini. Protes
Malaysia dan Singapura ini berdasarkan pada alasan bahwa kabut asap yang
sampai ke negara mereka menyebabkan terjadinya gangguan-terhadap kesehatan
masyarakat.

Pengaruh kabut asap terhadap kualitas udara saat kabut asap terjadi sangat
buruk dikarenakan kabut asap yang tebal membuat kondisi lingkungan warga
menjadi tidak terkendali dan‘jarak pandangpun bisa dikatakan hanya 100 m, tidak
hanya kualitas udara tetapi dampak kabut asap juga sangat berpengaruh terhadap
tanaman dimana akibat dampak kabut asap tanaman banyak menjadi layu dan
mati sehingga membuat warga menjadi rugi, dan pengaruh kabut asap juga
berpengaruh terhadap kelnacaran transportasi dimana banyaknya angkot yang

tidak bisa jalan akibat kabut asap sehingga dapat mengganggu aktivitas warga.

®The Universal Declaration of Human Rights : A Guide for Journalist. Terjemahan : Hendriati
Trianita, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia : Panduan bagi jurnalis, lembaga Studi Pers dan
pembangunan (LSPP), cet. 2, Jakarta. HIm. 36

11



Pokok persoalan lingkungan hidup di negara maju dan negara berkembang
adalah terletak pada ketidakseimbangan dalam lingkungan hidup yang merupakan
hal pokok bagi prikehidupan manusia.'® Kekuasaan negara berkaitan dengan
tanggung jawab dan kewajiban: Dilihat dari segi perkembangan negara demokrasi,
dua hal-ini merupakan unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Dewasa ini
hampir tidak ada suatu kekuasaan'yang tidak .diikuti oleh tanggung jawab dan
kewajiban. Sebab bila tidak, hal demikian mengarah kepada negara totaliter.

Dalam demokrasi, kemampuan manajemen pemerintahan biasanya diukur
oleh dua hal: kemampuan mengelola dukungan politik bagi pemerintahan dan
kemampuan mengelola kebijakan hingga dirasakan oleh orang banyak.!! Pada
hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu fondasi
yang sangat penting dari jenis-jenis Hak Asasi Manusia seperti hak untuk hidup,
hak atas standar hidup yang-layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang
bersih. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat terkait dengan pencapaian
kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.*?

Di samping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi
apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup. Nilai universal hak asasi
manusia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di
berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusian.

Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk

¥Moh Soerjani, Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan,
Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, him. 187.

1Eep Saefulloh Fatah, Betapa Lemahnya Pemerintah, Kompas, 2006, him 22.

2Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, Hukum Kesehatan Lingkungan, Yogyakarta, 2016,
him. 37.
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perjanjian internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM).® Hak Asasi
Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya, kita

tak dapat hidup sebagai manusia.}* Hak itu tidak diberikan oleh hukum positif

pedoman b

peluang ba

unsur-unsu

Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun
miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi

tidak pernah dapat dihapuskan.’

Bbid.

4Baharuddin Lopa, KOMNAS HAM, Hak Asasi Manusia, 1995, him. 177.

BKnut D. Asplund, dkk, Hukum Hak Azasi manusia, PUSHAM UlI, Jogyakarta, 2008, him. 11.
6James W. Nickel, Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, Gramedia, Jakarta, 1996.

Agung Wardana, Op.cit, him 2.
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Kebakaran hutan dan lahan sangat sering terjadi di Indonesia. Sepuluh
tahun terakhir, Indonesia menempati urutan ketiga dunia dalam pencemaran udara
akibat pembakaran hutan, di mana sebelumnya menempati urutan ke-25.
Kebakaran hutan.dan lahan menimbulkan kerugian secara.materil maupun non
materil. - Pemerintah dalam menangani kebakaran hutan masih dirasa belum
memiliki resolusi kebijakan_jangka ‘panjangsuntuk menangani kebakaran yang
hampir setiap tahun terjadi. Penanggulangan kebakaran yang ada masih berkutat
seputar teknis pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Contoh kasus kebakaran yang terjadi di Riau pada tahun 2015 dipicu oleh
pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan cara
dibakar. Berdasarkan pada temuan dilapangan pembakaran hutan dan lahan secara
sengaja mapun pembiaran dengan motif-motif yang masih perlu diselidiki lebih
lanjut oleh aparat penegak /Hukum. AKibat terjadinya kebakaran hutan di Riau
tahun 2015 menyebabkan lahan terbakar seluas 2.643 ha (KLHK,2016). Besar
kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 20 Triliun. Dampak lainnya yang
ditimbulkan yaitu adanya kabut asap.

Sehingga dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini sangat dirasakan
manusia berupa kerugian ekonomis yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan
seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi
kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta
satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian

lainnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak
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tersedianya udara bersih yang disediakan oleh vegetasi hutan serta hilangnya

fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh dua faktor utama yaitu

final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan
diperbarui dan terpulihkan kembali.

Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika yang
memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan

antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan

18M. Ridha Saleh, Ecocide Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi
Manusia, Walhi, Jakarta, 2005, him. 65-66.
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salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara
maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik
diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar
membawa kekuatan moral “bagi pihak .pengambil keputusan dan pelaku
pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada
praktik ekosida dan semakin. menjauhkan: rakyat dari kualitas lingkungan hidup
yang baik, sehat dan seimbang.*®

Fenomena dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (KARHUTLA)
masih terus terjadi terutama di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Sepanjang tahun
2019 menurut data lingkungan hidup dan kehutanan, luas karhutla di Indonesia
mencapai 328.722 hektar. Di kalimntan tengah tercatat seluas 44.769 hektar,
Kalimantan Barat 25.900 hektar, Kalimantan Selatan 19.490 hektar, Sumatera
Selatan 11.826 hektar, Jambi 11.022 hektar, danRiau 49.266 hektar. Peraturan
perundangan telah  mengatur mengenai larangan untuk melakukan pembakaran
yang menyababkan kabut asap yang signifikan, seperti pembakaran lahan gambut
meskipun penggunaan api dalam situasi dan lokasi-yang mungkin menimbulkam
efek lokal yang tidak diinginkan dari. asap, misalnya, terhadap kesehatan dan
transfortasi.?

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok
pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH) merupakan langkah

awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat

Blbid.
2Surya Sofyan dkk, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan
dalam kaitannya dengan penerapan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW)’, USU Law Journal, Volume 4 Nomor 2, Maret 2016,
him.56
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prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan
bagi system hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya Undang-
undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud
pembangunan berkelanjutan seperti apa yang-dicitakan yaitu dengan Undang-
Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 dan diganti lagi oleh:Undang=Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan
alasan agar lebith menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan
terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat didalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 20009.

Penegakan Hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit
dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku
kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum, lingkungan hidup melalui hukum
pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini
dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk
melakukan rekayasa sosial (social engeneering) yaitu yang meliputi perumusan
tindak pidana, pertanggungjawaban pidana,.dan sanksi baik pidana maupun tertib.

Ketentuan mengenai kebakaran/pembakaran hutan didalam undang-
undang kehutanan sebenarnya tidak memberikan perhatian yang memadai bagi
upaya penanggulangan kebakaran, karena larangan membakar hutan yang terdapat
dalam Undang-Undang kehutan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan tujuan
khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat berwenang. Banyaknya instansi

pemerintah yang terlibat dalam pengendalian Karhutla seharusnya persoalan
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Karhutla dapat lebih mudah diatasi. Namun sejak Inpres Pengendalian Karhutla
diancangkan, Karhutla tetap terjadi. Kinerja penanggulangan kebakaran juga sulit
mencapai target. Sebenarnya yang diperlukan bukan banyaknya institusi akan
tetapi kejelasan peran dan fungsi.

Pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan
melalui Undang-Undang Dasar,Negara Republik. Indonesia Tahun 1945 pasal 33
ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan
dijelaskan ~pengelolaannya oleh ayat 4 bahwa perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi, dengan prinsip kebersamaan,
efesien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
sehingga kerusakan dan pencemaran menjadi tidak ada lagi.?

Pemerintah belum sepenuhnya berperan sebagai instrument pengurus dan
penyelenggara Kkebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan
pembangunan sejalan dengan hak asasi manusia dan-kelestarian lingkungan hidup.
Dalam hak asasi manusia generasi ketiga yang berusaha mengakomodasi hak hak
yang terkait dengan hak komunal dan hak yang terkait dengan lingkungan hidup
atau bisa dikaitkan dengan pencarian makna keadilan ekologis, karena pada
intinya keadilan ekologis adalah tentang lingkungan yang lestari, masyarakat yang

terjamin hak-haknya dan penegakan hukum.??

2L Sumardi dan SM Widyawati, Dasar-Dasar Perlindungan Hukum, Jakartan, Gajah Mada
University Press, 2004, him. 167-170

22| Ketut Irianto, Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan, Penerbit Yayasan Kesejahteraan
Korpri Provinsi Bali Universitas Wardamadewa, Bali, him.25
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Seharusnya pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam hal ini berperan

penting dalam melindungi hak warga negaranya dalam hal mendapatkan

lingkungan hidup yang layak sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat 2 adalah

2. Bagaimanakah Aspek Yuridis Peran Pemerintah Terhadap Penanggulangan

Kebakaran Hutan dan Lahan Didaerah?

23pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan

enulis  tentang

kasus kebakaran
asasi manusia

erlindungan dan

sebagai berikut:

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa
sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa.
Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan

manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan
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manusia.?* Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia
mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai
manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.?®

Secara harfiah yang dimaksud dengan.hak asast manusia adalah hak pokok
atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat
fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (conditio sine
qua non), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormatidan
dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.2®
Indonesia mengakui universalitas Hak Asasi Manusia dan pada saat yang sama
juga berpendapat bahwa pelaksanaan priinsip-prinsipHak Asasi Manusia dan
berbagai instrumen hak asasi. Internasional memperhatikan sepenuhnya
keanekaragaman tata nilai sejarah, Kkebudayaan, sitem politik, tingkat
pertumbuhan sesial dan ekonomi serta faktor lain yang dimiliki oleh bangsa yang
bersangkutan.”

Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia dimuat dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang.Hak Asasi Manusia yang
berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

24Erdiansyah, Perlindungan HAM dan Pembangunan Denokrasi Di Indonesia, Artikel Pada Jurnal
Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi,
Vol. 111, No.2 November 2010, him.146.

% 0C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana,
Bandung: PT. Alumni, 2006, him.49.

%Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya
Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, him. 60.

2’Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Idonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011,
him. 171.
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hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manuasia”.?

Terkait dengan Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup, dengan
menempatkan negara sebagai-banteng Hak.Aasasi Manusia, maka pengelolaan
sumber_daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai
kepentingan utama. Negara sepenuhnya berperan, sebagai instrumen pengurus dan
penyelengara kebijakan yang ditunjukan untuk melindungi dan memajukan Hak
Asasi Manusia atas lingkungan hidup.?

Keberadaan Hak Asasi Manusia membawa pengaruh positif dalam
berbagai bidang kehidupan, pemerintahan berupaya melaksanakan pembangunan
dengan berorientasi pada pendekatan Hak Asasi Manusia, agar segala perubahan
yang ada tidak merugikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya. Dengan
kata lain, pendekatan berbaris hak asasi diyakini akan membawa proses
pembangunan Kkearah perubahan yang lebih efektif, lebih berkelanjutan, lebih
resional dan lebih sungguh-sungguh karena akan membawa proses pembangunan
kearah perbahan yang lebih efektif, lebih berkelanjutan, lebih rasional dan lebih
sungguh-sungguh karena “akan. meninggalkan partisipasi, kontribusi dan
akuntabilitas, dengan mengidentifikasi secara spesifik tugas dan tanggung jawab

negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi atas pembangunan.

2Yesmil Anwar dan Adang, Op.cit, him. 297.

¥Dadang Sudarja, Reformasi Pengelolaan Hidup, Pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan
Skepo, Walhi, 2007, him. 1-3.

Mulyani Zulacha, “Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit”, Jurnal Hukum
Lingkungan Indonesia, Indonesian Center For Enviromental Law, Vol. 03, No. 01 Juli 2016, him.
7.
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Atas dasar pemikiran di atas jelaslah bahwa penghormatan terhadap hak
asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar

karena lingkungan hidup mempunyai segala keterbatasan, sehingga kontrol atas

“Universal De fuman Ri S berisi pernyataan

internasional ya G _- pat ¢ langkan atau dicabut
(non-derogable _ ak dap .: ig g‘ ogable rights).
Non derogable . ri . { dﬂ dan tidak ada

diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan,
perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sangat bergantung

pada lingkungan hidup yang sehat dan layak dihuni. Dalam sebuah ekosistem

SIskandar, “Konsepsi Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat” Artikel
Pada Jurnal Bengkoelen Justice, Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Bengkulu Fakultas
Hukum, 2011, him.14.

%0.C.Kaligis, Op.cit, him, 86.
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yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak
untuk hidup, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, dan budaya.*

Hal ini karena manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, sangat
erat keterkaitan atara manusia dengan lingkungan hidup dan di sekitarnya. Sejak
dilahirkan manusia telah diberikan hak atas lingkungan hidup dan akses yang adil
terhadap sumber kehidupan. Interaksi antara manusia dengan alamnya merupakan
sebuah ritual kehidupan yang tidak mungkin bisa terpisahkan hingga akhir jaman.
Rakyat, sebagal pemberi mandat kepada pemerintah, sudah selaknya memahami
hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga menjadi kewajiban
pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak dasar rakyat.**

Tindakan yang mengurangi Hak Asasi Manusia harus dibatasi sejauh hal
itu memang benar-benar diperlukan karena gawatnya keadaan. Namun ada pula
beberapa hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi, meskipun dalam keadaan
darurat sekalipun.®® Sifat eksploitatif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
daerah, untuk mengejar pendapat pemerintah selama ini telah menjadikan rakyat
kehilangan hak atas lingkungan hidup yang merupakan hak asasi rakyat.®
2. Teori Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu
organisme, faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel

yang tidak hidup (abiotic factor). Dari hal inilah kemudian terdapat dua

$Iskandar, Op.cit, him.15.

341skandar, Loc.cit.

$5Antonius Sujata, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Djambatan, 2000, him. 31.
%|skandar, Op.cit, him.16.
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komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: makhluk (organisme) hidup; dan b)
Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan
pengertian lingkungan. Hukum.lingkungan.itu terbagi dalam dua bagian, yaitu
hukum lingkungan Klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan
klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan
hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan.®’

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran
dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia segala aktivitasnya yang
berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran _dan perusakan lingkungan
terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha
dan/atau Kegiatan pada sdasarnya akan menimbulkan+dampak terhadap
lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dalam proses pelaksanaan lingkungan, dampak terhadap lingkungan
yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak
awal perencanaannya, sehingga. langkah..pengendalian dampak negatif dan
pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau
instrument yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan
UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk

mendapatkan izin lingkungan.3®

$"Muhamad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010, him. 14.
Suparto wijoyo, Sketsa Lingkungan dan Wilayah Hukumnya, Penerbit Airlangga, Surabaya,
2005, him. 92.
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Upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak
lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada

suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan.

ikan ‘ entang proses analisis
!’l%“ . ang diambil

aparatur

pagai instrument

terhadap

pencegaha

nakan sebagai

A L L (Y

kerangka pe anjian regional.

Pada awal “responsibility”

b R

Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib
menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan,

diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai

% Tomi Hendartomo, Permasalahan dan Kendala Penerapan AMDAL dalam Pengelolaan
Lingkungan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001. HIm. 11.
4OMarsudi Triatmodjo, Op.cit, him. 3.
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akibat sikapnya oleh pihak lain.* Timbulnya tanggung jawab negara atas
lingkungan didasarkan pada adanya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan
yang dilakukan yang berada di wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan
negara tersebut yang membawa akibat yang merugikan terhadap lingkungan tanpa
mengenal batas negara. Dalam hukum internasional, tanggung jawab Negara
dalam hal hukum lingkungan.internasional khususnya masalah transbondary haze
pollution, ' diatur dalam beberapa peraturan internasional, seperti Deklarasi
Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, Biodiversity Convention, dan Climate
Change Convention, serta dilengkapi dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan
internasional yang telah disebutkan di atas.*?

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu
tanggung jawab mutlak (absolute liability atau strict liability) dan tanggung jawab
atas dasar kesalahan (liability, based on fault)., Tangung jawab mutlak menurut
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa unsur
kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak.penggugat sebagai dasar pembayaaran
ganti rugi. Sedangkan tanggung jawab atas dasar kesalahan (liability based on
fault) yaitu tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika

dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu. Dimana besarnya

4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, him. 1006.

42 Akbar Kurnia Putra, “Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan
Internasional”, Jurnal llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, VVol.01, No.12 Februari
2015, him.98-99.
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ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemaran atau perusak

lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.*®

Menurut Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan Prinsip 2 Deklarasi Rio

menguntungkan mangakibatkan adanya suatu konsentran polusi udara yang jauh
lebih bersar beberapa kali lipat dibandingkan awal sebelumnya. Walaupun tipe
dan intensitas dari polusi udara itu berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya,

kebanyakan masalah itu terjadi dalam skala besar.

4Mas Achmad Santosa, Penerapan Asas Tanggung Jawab di Bidang Lingkungan Hidup, ICEL,
Jakarta, 1997, him.5.
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E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini tidak menimbulkan salah penafsiran dalam setiap

pengertian istilah-istilah yang digunakan pada judul, sehingga dapat terarah secara

Ling - : 2S¢ an semua benda, daya,

keadaan, d ' tdu ermas Nanusia i yang

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum,

pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia.*®

“Internasioanal Law Commission Draft Article on State Responsibilty, ILC 2001 Report, Art, 1.

% pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

%A, Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya, Ghalia
Indonesia, Bogor Selatan, 2007, him. 7.
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Pembakaran adalah proses, cara, pembuatan membakar; tempat membakar
(bata, genteng, kapur, dan sebagainya).*’

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

ya zat, energi,
dari kompo ' ien ole 2\ a, sehingga mutu

udara turu ai te :' € : dara ambien tidak

untuk kemudian mengusahakan sSuatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

4"Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Pustaka Phoenix,
Jakarta, 2007, him. 103.

“8pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

49Team Pustaka Phoenix, Op.cit, him. 521.

S0Abdul Kahfi Assidig, Kamus Lengkap Biologi, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2008, him. 158.

51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif

atau yang dikenal dengan istilah “legal research”.>® Pada penelitian normatif ini

penulis membahas . ). penggunaan undang-

‘ ‘ ‘ ‘ ““ .’@ dan sehat

Negara terhadag : C : d am kasus Karhutla
berdasarka ndang ang NCc s ntang Hak Asasi
Manusia.

3. Data da

Asasi Manusia;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

52peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2013, him. 47.
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f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan

penjelasan te baha 1 sekunder, misalnya

kamus h

4. Analisis
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normatif, dat
secara kualita

identifikasi

kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang teliti.
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BAB I1

TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN

PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Tinjauan Mnegenai Lingkungan Hidup dan-Pembagian Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah jumleh 'semua benda kondisi yang ada dalam ruang
yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan
tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di
dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan
itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti
jurang, sungai-atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah
laku manusia juga merupakan bagian lingkungan Kita, oleh karena itu lingkungan
hidup harus diartikan secara,luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi,
melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.>

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu environment and
human environment. yang berarti lingkungan “dan lingkungan hidup atau
lingkungan hidup manusia.®* Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam
berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan.

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup manusia
adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati

yang mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Otto Soemarwoto menyatakan

%30tto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2005, him.48.

%M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,
Bandung: PT. Alumni, 2001, him, 8.
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bahwa pengertian atau ruang lingkup pengertian lingkungan hidup ini luas tidak
hanya meliputi bumi dan seisinya melainkan juga meliputi ruang angkasa.>®

Pengelolaan lingkungan hidup diselengarakan dengan asas tanggung jawab
Negara, asas keberlanjutan, dan_asas manfaat bertujuan. untuk mewujudkan
pembangungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka
pembangunan. manusia Indonesial 'seutdhnya, dan pembangunan masyarakat
Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber
daya kedalam

Lingkungan Hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan yang maha
esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada Nya dan
wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber
dan penunjang hidup bagi bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya
demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah di tuangkan
dalam Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2009..tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. yang merupakan ketentuan Undang-Undang
paying terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan
hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli
memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda

dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi

%50tto Soemarwoto, Op.cit, him. 94.

34



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan
mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.®®

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani

mempengar

organisme.

dipengaruhi

bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer dan lainnya.
b. Lingkungan hidup (Biotik), yaitu lingkungan yang terdiri atas

organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Ensiklopedia

%N. H. T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga, 2004, him.
4.

57 www sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html, diakses, tanggal, 30
Agustus 2017.

%81 bid.

%9Amos Neolaka, Kesadaran Lingkungan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, him.25.
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Amerika, menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang
membentuk lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-

komponen yang mempengaruhi prilaku, reproduksi dan kelestarian

itu sendiri,

hidup lain”.

Pelestaria

dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungaan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
dengan kedua Undang-Undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain,

tetangga, teman dan lain-lain.

Berbicara tentang lingkungan hidup kita tidak dapat terpisah dari konsep
ekologi karena konsep ini akan menjadi pengantar dalam memahami
permasalahan lingkungan. Secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu

tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah tangganya.

8 Muhammad Akib, Hukun Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2014, him, 2.
61 Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni, 2005, him.9.
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Istilah ekologi pertama kalinya digunakan oleh Ernest Haeckel, seorang biolog

Jerman. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang

dipengaruhi oleh iklim, kawasan, dan lingkungan biota yang rumit (complex).

e. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula

disebut dengan jaringan kehidupan.®®

®2Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan
Hidup, Bandung: PT.Refika Aditama, 2009, cet-Il, him.6.
N. H. T. Siahaan. Op.cit, him. 6.
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2. Pencemaran Lingkungan Hidup
Penggunaan istilah pencemaran digunakan untuk menerjemahkan istilah

dalam bahasa Inggris yaitu “pollution”, yang digunakan untuk menggambarkan

[ daD Ci [ c c 10 ” inya, bahkan

masuknya atau

SRAtN AL
3
]

. N
Y. /e

lain ke dalam

aui baku mutu

atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau
oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan

terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan

8 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalm Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan
Hidup, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, him, 35.
®1bid, him, 39.
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tersebut tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan,

keselamatan hayati.”®®

Apriliani Soegiarto juga berpendapat bahwa istilah “pencemaran pertama

kalinya guna men ada seminar biologi I

SUyenaett '9¢‘
g erata dalam

i. Ciawi itu

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (14) pada Bab 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa, “Pencemaran lingkungan hidup adalah

masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain

% St.Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi
Sistem Hukum Pencemara, Buku V: Sektoral, Bandung: Bina Cipta, 1986, him, 77.
7M. Quraish shihab, Secercah Cahaya Ilahi, Bandung: Mizan, 2007, him. 366.

8 Abdurrahman, Op.cit, him. 99.
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ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan™.

Dengan memahami etika lingkungan kita tidak hanya mengimbangi hak
dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi kita-dapat membatasi tingkah laku dan
brupaya mengendalikan berbagai kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Salah
satu prinsip dari etika lingkungan adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap
alam atau~ lingkungan..  Etika lingkungan . sangat. dibutuhkan untuk
menyeimbangkan alam semesta, sementara itu manusia beranggapan bahwa
manusia bukan bagian dalam alam semesta sehingga manusia secara bebas
mengelolanya bahkan sampai merusak lingkungan hidup.

Secara mendasar dalam “pencemaran” terkandung pengertian pengotoran
“contamination” dan pemburukan “deterioration”. Pengotoran dan pemburukan
terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau
diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran Yyang
dikotorinya.® Pencemaran juga dapat diartikan sebagai bentuk environmental
impairment, adanya gangguan perubahan atau pengrusakan bahkan adanya benda
asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya (reasonable function).”® Menurut golongannya pencemaran
lingkungan hidup dapat dibagi atas:"*

a. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.

%Amos Neolaka, Op.cit, him. 26.

M. Sya“roni Rofii, Menimbang Suara Putra Kemiskinan, dalam pengantarnya atas buku
Oswaldo de Rivero, Mitos Perkembangan Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, him. 6.
"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Op.cit, him. 3.
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b. Kejutan atau Akut; kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul

dari kecelakaan.

c. Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada

penggundulan hutan di Amerika Latin bagi penanaman rumput
makanan ternak. Herbicida 2,4,5T meninggalkan residu dioxin pada
tanah. Dioxin merupakan salah satu racun yang sangat mematikan

yang pernah dibuat, dapat mengakibatkan cacat lahir, kerusakan-
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kerusakan kulit pada tubuh manusia dan keguguran kandungan.

Disamping itu sampah-sampah seperti kantung plastik, kaca, kaleng,

dan lainsebagainya yang bersifat anorganik juga menyebabkan

tetapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia.
c. Pencemaran Udara
Pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat polutan yang

masuk kedalam udara atmosfer yang terbuka sehingga merubah

2Spedjono, Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung:
Alumni, 2006, him. 8.

8Apriliani Soegiarto, Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut,
Jakarta: Lembaga Oceadogi Nasional, LIPI, 2005, him. 6.
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kondisi udara yang alami. Pencemaran udara terjadi karena sumber
pencemar udara seperti: pembakaran bahan bakar fosil seperti (batu
bara dan minyak bumi) pembakaran lainnya yang mempunyai limbah
berupa“ partikulat.-Bumi_yang kini- semakin panas akibat pelbagai
aktivitas industri, pembakaran batu-bara, penggundulan hutan yang
tidak terkendali (deforestation) penggunaan aerosol berlebihan, dan
akibat-akibat dari sumber pencemar lainnya yang dapat merusak ozon
yang justru melindungi makhluk dan tata lingkungan dipermukaan
bumi. Timbulnya lubang pada ozon merupakan ancama serius bagi
umat manusia dan seluruh bumi ini.”

Kepedulian terhadap lingkungan hidup dapat ditinjau dengan dua tujuan
utama: pertama, dalam hal tersedianya sumber daya alam, sampai sejauh mana
sumber-sumber " tersebut secara ekonomik menguntungkan untuk digali dan
kemudian untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan guna membiyai
kegiatan pembangunan. Kedua, jika kekayaan yang dimiliki memang terbatas dan
secara ekonomik tidak. menguntungkan untuk digali dan diolah, maka untuk
selanjutnya strategi apa yang perlu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dan
tuntuta pembangunan bangsa yang bersangkutan.

Terjadinya pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia terhadap
lingkungan dan sumber daya alam merupakan sebuah konsekuensi dari perbuatan
manusia. Menurut Sukanda Husein, bahwa pencemaran lingkungan adalah

perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat mempengaruhi

4 John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, him.
193.
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kegiatan, kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan
hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat memberikan dampak buruk

bagi lingkungan hidup, dan dampak burut tersebut akan berimbas kepada

kehidupan
mendapatka

hidup untul

perlakuan

3. Kerusakan Lingkungan
Sebenarnya jika sumber daya alam dimanfaatkan kalau hanya mengikuti
kebutuhan masing-masing secara individu, ia akan memiliki kemampuan

meregenerasi dengan sendirinya. Hanya yang terjadi, penggunaan sumber daya
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alam tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak

di mana-mana dan besar kemungkinan tidak terselamatkan.”

Pada Pasal 1 ayat (17) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

lingkungan baik dalam skala global maupun lokal termasuk di Negara kita hingga
saat ini sudah semakin parah. Indikator kerusakan lingkungan terutama yang
diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata dan sudah sangat
sering kita alami seperti banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi dan

sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kualitas dan

5 M. Daud Silalahi, Op.cit, him.125.
6 Hefni Effendi, Telah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan,
Yogyakarta: Kanisius, 2003, him.195.
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kuantitasnya) yang berakibat kelaparan dibeberapa daerah di Negara kita dan
beberapa Negara lain.”’

4. Hak dan Kewajiban Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 32

Bahwasannya
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Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997 dirumuskan secara tegas dalam ayat
(1) dan secara elaboratif pada ayat (2)."®

Hal yang sama juga berlaku pada hak informasi, hal ini secara
tegas tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup 1997 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) yang

"M.T.Zen, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Jakarta: PT. Gramedia, 2005, him.194.
N. H. T. Siahaan, Op.cit, him, 217.
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menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai

pengelolaan lingkungan hidup”.

dengan peraturan

perundang-undangan;

5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

b. Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

Tidak hanya hak yang diberikan negara kepada masyarakat

melainkan juga dibebankan dengan kewajiban terhadap lingkungan hidup.
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Kewajiban tersebut tidak hanya menitik beratkan kepada masyarakat,
tetapi juga terhadap para pelaku usaha yang usahanya menimbulkan

dampak terhadap lingkungan. Baik usaha berskala kecil (mikro) ataupun

ndang-Undang

/ang menyatakan

waktu;

2) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan

3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang

Maha Esa kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Oleh Karena itu, hak
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untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi
semua manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia. Lingkungan hidup yang

baik dan sehat merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup

manusia, sehingg K_menja ‘ merupakan kewajiban
\Wﬁ“ .Qe. Nomor 32

memelihara

I Rights, and
Collective Rights” ya i oleh Peter R.
Baehr dikat beings posses
because they iasd ang membedakan

dengan pendapat diatas Jimly Assidigie mereflesikan hak asasi manusia sebagai
hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia

itu sebagai manusia.®!

®Helmi, Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, HIm. 44.

80 Jan Berting, Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities, First. Edition,
London: Meckler, 1990, him. 33.

81 Jimly Assidigie, Pengantar IImu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta 2012, him. 616.
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Dikatakan ‘melekat’ itu pula maka pada dasarnya hak-hak ini tidak

sesaatpun boleh dirampas atau dicabut. Untuk memahami hakikat Hak Asasi

Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara

2” magna charta
selalu dipanda sebagai - 5 Raja Inggris.
ekuasaan absolute

suatu kebebasan

Konsepsi tentang Ha : ang tumbuh dan berkembang di
kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian
meluas pada etika teori alam (natural law). Tentang hal ini, Robert Audi

mengatakan sebagai berikut: the concept of right arose in Roman Jurisprudence

and was axtended to ethics via natural law theory. Just a positive law makers,

82 Scott Davidson, Hak-Hak Asasi Manusia, 1994, Jakarta, Graffiti, him.2.

51



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

confers legal right, so the natural confers natural right.® Konsep Hak Asasi

Manusia yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial

di Eropa.

a_Piagam .M nggris) pada tahun

we _
!\\ .ﬁ'@‘ um mulai

John (Kin and) dan be ;ﬂ'ﬁq yang berkuasa
berikutnya.

Isi arsebut ada enda dak melakukan

penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk
melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas. Ketiga,
adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Deklaration of Independence)
pada 1778. HAM di Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terlepas dari beberapa

rumusan sebelumnya seperti Virginia Bill of Right. Dalam deklarasi ini dapat

8Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi
Indonesia, Kencana: Jakarta, hal. 50.
81bid, him 52.
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ditemukan kalimat “kita menganggap kebenaran-kebenaran berikut ini sebagai
eviden berikut saja, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka

dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak tak

terasingkan”.%

mendalam
Deklarasi i i ba n aitke Sia hak tersebut dengan
Tuhan. Hal i at ketika S| ) ﬁ an deklarasi ini

didahului den

2

Manusia pada kodrat Tuhan. Pemikiran-pemikiran kaum foundationalism masih
sangat mempengaruhi deklarasi tentang Hak Asasi Manusia dan warga negara
Perancis sebagaimana dalam Declaration of Independence/Deklarasi

Kemerdekaan di Amerika Serikat. Dengan menitik beratkan pada kelima hak asasi

8http://kasmanpost.blogspot.com/2007/02/sejarah-ham, diakses, tanggal, 30 Agustus 2017.
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pemilikan harta (property), kebebasan (liberty), persamaan (egalite), keamanan
(security), dan perlawanan terhadap penindasan (resistence al oppresstion).

Kelima, adalah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang

mendasar dari.de ; Imnya kin da es'W. Nickel dalam
making senses of Hu i . \ an bahwa manifesto

Hak Asasi i : : an indivic e dalam teori-teori

Dengan latar belakang seperti tersebut di atas, maka menurut Philipus
M.Hadjon, hak asasi manusia konsep Barat yang pada dasarnya adalah
pembatasan terhadap tindak tanduk negara dan organ-organnya dan peletakan

kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam

%|bid
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konsep hak asasi manusia adalah tuntutan (claim) akan hak terhadap negara dan
kewajiban yang harus dilakukan oleh negara.®’
3. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian-Hak “Asasi-Manusia_yang-dikemukakan. olen Materson dari
Komisi_Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak-hak yang
melekat pada manusia, yang. tanpa dengannya manusia mustahil dapat sebagai
manusia. % Secara etimologi, hak merupakan unsur’ normatif yang berfungsi
sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin
adanya pelang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun hak
asasi berarti besifat paling dasar ataupun fundamental. Dengan demikian hak asasi
berarti hak paling mendasar yang dmiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga
tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya.® Sejatinya
manusia terlahir dengan keistimewaan yang, melekat pada dirinya sebagai
anugerah Tuhan YME.*

Hak asasi (fundamental) Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia,
terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar-tentang hak. Secara definitif
“hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku,

melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia

8Pnilipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina limu, 2010),
him 61.

8 Emilda Firdaus, “Perlindungan Anak sebagai Korban Incest dalam Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia” Artikel pada Jurnal Google Scholar, Fakultas Hukum Vol. I, No. 1,
Februari 2015, him. 4.

8Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945, Kencana, Jakarta: 2011, 28 IS.

% Emilda Firdaus, et al., Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Di Kota Batam, Juranal Dinamika
dan Problematika Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2013, him. 1.
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dalam menjaga harkat dan martabatnya.®! Hak sendiri mempunyai unsur-unsur

sebagai berikut:%?

a. Pemilik hak;

v\:

manusia ya
hak kebebg

instansi. Ha
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kewajiban. Hal itu berarti anatara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang
tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang

menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.*?

9Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2003,
Prenada Media, him. 199.

%2 1bid, him. 199.

% bid, him. 200.
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John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi
manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak
dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan

kepentingan umum.®®

% Masyhur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan
Internasional, Jakarta, 1994, Ghalia Indonesia, him. 3.
% TIM ICCE UIN Jakarta, Op.cit, him. 201.
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C.Tinjauan

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu,

pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak

bermasyar

berdasarkan perjan serdasarkan pada kebiasaan
internasional.®’

Daud silalahi menyatakan bahwa konsep state responsibility-liability
(tanggung jawab negara atas lingkungan) dalam kerangka hukum lingkungan
internasional mengacu pada pembahasan deprinciple of sovereignity dan the
freedom highseas. Pelaksanaan kegiatan didalam suatu wilayah negara terhadap

lingkungannya merupakan perwujudan kedaulatan daeri suatu negara. Jika

%lbid, him. 201.
%Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor
Leste dan Lainnya, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, him. 28.
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kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara lainnya (the act injuries to
another states) maka timbullah tanggung jawab negara.

Prinsip responsibility-liability dikaitkan dengan legal strategy, yakni
upaya untuk _melakukan pencegahan .terhadap  aktivitas dengan cara
menetapkan/mengatur standar permisible injury atau ambang batas dari kerusakan
lingkungan. Kerusakan lingkungan'(anvirenmental injuries) dapat pula dianggap
sebgai ongkos ekternal yang timbul dari kegiatan ekonomi. Adanya kerusakan
kerusakan lingkungan ditetapkan berdasarkan ambang batas atau baku mutu
lingkungan.®® Di samping itu tanggung jawab negara (state responsibility) muncul
sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (equality and
sovereignty of-state) yang terdapat dalam hukum internasional.*® Prinsip ini
kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya
untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (reparation).*®

Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas
negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan
negara-negara lain. Didalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan
tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu
sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka
negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan

kelalaiannya. 1%t

%M. Daud Silalahi, 1996, Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia,
Penerbit Alumni, Bandung, him. 129- 137.

%Hingorani, Modern International Law, Second Edition, Oceana Publications, 1984, him. 241.
101pid.

1Hyala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, CV Rajawali, Jakarta, 1991,
him. 174.
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Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas
dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang

mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai

karakteristi
hukum inte

merupakan

N AL AR AN

QD
=
=
w
3
>
]
~
o
QD
>

hukum inte

‘Qa at a yang mendefinisikan
bagaimana dan ‘ abila primary rules tersebut
dilanggar oleh suatu negara. Secondary rules inilah yang disebut
sebagai hukum tanggung jawab negara (the law of state

responsibility).1%®

102 | bid.

1031id.

1043efriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
him. 266.

1%51pid.
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Pasal 1 Draft Articles International Law Comission 2001 menegaskan

bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional

melahirkan suatu tanggung jawab.'% Prinsip dalam rancangan pasal inilah yang

pengertian dari pertanggungjawaban negara, pertama yaitu pertanggungjawaban

atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasionalnya. Kemudian yang

% Martin Dixon, Textbook on International Law Sixth Edition, Oxford University Press, New
York, 2007, him. 244,

07Hyala Adolf I, Op.cit, him. 176.

1%8Elizabeth. A.Martin ed., 2002, A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York,
him.477.

199 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, NewYork,
2014, him. 211.

110 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2006, him. 193.
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kedua yaitu pertanggungjawaban yang dimiliki oleh negara atas pelanggaran

terhadap orang asing.!

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya

a.

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara menurut Shaw di atas,
terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat diminta
pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional

yang mengikat pada negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya.

Wbid.

H2gefriani, Op.cit.

13Malcolm N. Shaw, International Law, 6th Edition, Cambridge University Press, New York,
2008, him. 781.
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Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya
suatu kewajiban internasional suatu negara yang kemudian menimbulkan
tanggung jawab bagi Negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau
kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan.serta kelalaian.yang dilakukan oleh
negara tersebut. Jadi secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak
dimintai pertanggungjawabannya-harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila
salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka
suatu negara tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.!*
3. Munculnya Tanggung Jawab Negara

Pada hakikatnya, lahirnya tanggung jawab negara didasari oleh 2 (dua)
teori, yaitu teori risiko (resiko) dan teori kesalahan. Kedua teori ini memiliki alur
logika danargumentasinya masing-masing. Teori risiko (risk theory) menentukan
bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang
menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (harmful effectsof hazardous
activities) walaupun. kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai
legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak
(absolute liability atau strict liability). atau.tanggung jawab objektif (objective
responsibility).1*®

Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Liability
Convention 1972 yang menyatakan bahwa negara peluncur (launching state)

mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di

4 bid.
15Hyala Adolf I, Op.cit, him. 187.
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permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang
mana kerugian dan kecelakaan tersebut ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.

Berbeda dengan teori risiko, teori kesalahan (fault theory) menyatakan
bahwa tanggung_ jawab negara-muncul pada.saat perbuatan-negara tersebut dapat
dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung
kesalahan apabila perbuatan_tersebut dilakukan .dengan sengaja beritikad buruk
atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Teori dan praktek hukum
internasional dewasaini tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada perbuatan alat
kelengkapan negarayang bertentangan dengan hukum internasional yang dapat
menimbulkan  pertanggungjawaban negara. Dalam__hal Ini negara menjadi
bertanggung jawab tanpaadanya keharusan ' bagi  pihak yang menuntut
pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut.
Teori kesalahan Ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif
(subjective responsibility) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (liability
based on fault).**®
4. Elemen-Elemen Tanggung Jawab Negara

Suatu perbuatan negara. yang dapat dipersalahkan menurut hukum
internasional (internationally wrongful act of a state) secara otomatis akan
melahirkan tanggungjawab internasional bagi negara tersebut. !*" Untuk itu
menurut Draft Articles International Law Comission 20018 (selanjutnya disebut
Draft Articles ILC) sebagaisuatu instrumen hukum internasional kebiasaan yang

mengatur tentang state responsibility menentukan kapan perbuatan suatu negara

118 pid.
1171 Dewa Gede Palguna, Loc.cit.
18Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
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dapat dikatakan salah. Merujuk Pasal 1 dan 2 Draft Articles ILC perbuatan suatu
negara dapat dipersalahkan menurut hukum internasional apabila pertama ketika

perbuatan tersebut dapatdiatribusikan pada negara tersebut (attribution of conduct

suatu negara
hingga dalam
praktiknya, - : per-sumber hukum

internasiong

QQ ‘ an pemerintahan nasional, daerah,
maupun lokal da ntitas dalam tingkatan apapun,
ataupun setiap orang maupun entitas yang menyandang status sebagai
organ pemerintahan berdasarkan hukum nasional suatu negara. Di
samping itu juga termasuk didalamnya orang-orang yang secara nyata

bertindak sebagai organ pemerintahan meskipun mereka tidak

19Malcolm D. Evans, International Law, Second Edition, Oxford University Press, New York,
2006, him. 459,
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diklasifikasikan demikian oleh hukum nasional negara yang
bersangkutan.1?

b. Pelanggaran suatu kewajiban internasional (breach of an international

ada tidaknya

entukan bahwa

kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau
wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung

jawab negara dalam hal ini adalah:

1201bid, him. 460.

211bid, him. 466.

122]hid.

23Huala Adolf 1, Op.cit, him. 180-181.
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ISJIAIU

nery we[sy sej

1) Eksplorasi ruang angkasa. Negara peluncur satelit selalu
bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh

satelit tersebut kepada benda-benda (objek) di wilayah negara lain.

perbuatan ini adalah

.

engan kegiatan

latar belakang

3) Kegiatan-kegiatan i batas nasional. Setiap negara
berkewajiban mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi
di dalam wilayahnya baik yang sifatnya publik maupun perdata, di
mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya
dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip tanggung

jawab yang berlaku pada kegiatan ini tergantung pada bentuk
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kegiatan yang bersangkutan. Jika kerugiannya bersifat bahaya,
maka prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah prinsip

tanggung jawab mutlak. Namun apabila kegiatan-kegiatan tersebut

oleh negara di atas. Pasal 35 Draft Articles ILC menyatakan bahwa restitusi

adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya
pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil dilakukan atau
sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Selanjutnya

kompensasi merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi

4Hingorani, Loc.cit.
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atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, yang dipersalahkan menurut

hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah

dilakukan secara baik melalui restitusi.?®

125pasal 35 Draft Articles International Law Comission 2001.
126pasal 37 Draf Articles International Law Comission 2001.
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BAB Il

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SEBAGAI PERWUJUDAN

A. Tanggung Jawa int ebakaran Hutan dan

Lahan dalam if : 1.Undang-Undang

dikeluarkan dalam menekan kebakaran hutan.'?® Hak Asasi Manusia adalah hak-

127Didi Nazmi, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992, him. 50.

128 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, him. 1006.

12%9Ben F. BOONE, Appellee, Jurnal West Law, Sirkuit Kesepuluh. AMERIKA SERIKAT
Amerika, Pemohon, v. No. 72 1484. 9 April 1973, diakses melalui http://Pustaka-Fakultas-Hukum,
diterjemahkan oleh Google Translate pada 5 Januari 2022.
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hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya, Kita tak dapat hidup
sebagai manusia.**°

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan
lingkungan hidupyang muncul.sebagai akibat dari keinginan manusia untuk
membangun Kehidupannya sendiri tanpa memikirkan dampak yang terjadi.
Permasalahan lingkungan hidup-juga menjadi permasalahan hak asasi manusia,
karena keinginan tersebut didasarkan pada ha katas pembangunan.

Hak itu tidak diberikan oleh hukum positif atau masyarakat, tetapi karena
martabatnya sebagai manusia, baginya tidak dibedakan dari warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, budaya, atau kewarganegaraan. **! Di samping itu, tidak
diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam. penghormatan hak
atas lingkungan hidup. Nilai universal Hak Asasi Manusia yang kemudian
diterjemahkan dalam berbagal produk hukum nasional di berbagai negara untuk
dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusian. Bahkan nilai universal
ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional
di bidang Hak Asasi Manusia.**

Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus daerahnya sendiri,
sehingga dengan kewenangan itu, pemerintah dapat memberikan perizinan untuk
mengelola kekayaan alam yang ada di daerah. Hal ini karena pemerintah daerah
doanggap lebih mengetahui potensi kekayaan alam yang ada didaerahnya untuk
dikembangkan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga

pemerintah daerah harus bertanggung jawab pada urusan-urusan yang berada

130Baharuddin Lopa, KOMNAS HAM, Hak asasi manusia, 1995, him. 177.
11K nut D. Asplund, dkk, Hukum Hak Azasi manusia, PUSHAM UII, Jogyakarta, 2008, him. 11.
132 pid.
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dalam rentang kekuasaannya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam
termasuk pengelolaan sumber daya gas salam. Melalui otonomi daerah dengan
kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola
sumber daya alamnya dengan..memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan hak atas _lingkungan thidup .sebagaimana dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama pasal 65 dan 66 telah memberi
jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap
orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian
dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Perlindungan jaminan
terhadap setiap-orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
juga memberikan kepastian akan pembangunan yang berwawasan lingkungan
yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan
kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan
kebutuhan generasi ‘sekarang dan generasi yang akan datang. Hal ini karena
pembangunan berkelanjutan: bersentuhan..langsung dengan mendayagunakan
sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu aspek penting dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lahirnya suatu gagasan tentang pentingnya
lingkungan hidup (ecocracy) yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Ini kemudian dinormakan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas bahwa “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

dalam Pasal 33 3 ( : a Re donesia Tahun
1945 yang

dalamnya asal  © L ebesar-besarnya

sebagai instansi yang diberi tugas dan fungsi untuk melakukan pengelolaan
lingkungan di Daerah Provinsi.

Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud adalah berbentuk Dinas atau
Badan, dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi
yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan Hidup Daerah

Provinsi yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan koordinasi
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pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan
hidup yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia=Nomor 32 “Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3
cara penegakan hukum yang bisa-dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan
hidup. Dilihat pada asas tanggung jawab negara atas asas perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang dimana negara menjamin hak warga negara
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keluarnya Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
menggantikan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1997 yang
dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan banyak
mendapat apresiasi dan sebagal upaya yang, serius dari-pemerintah dalam
menangani masalah-masalah pengelolaan lingkungan.'?

Selain dari itu' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (3)
juga menjamin hak bagi warga.negara Indenesia untuk mendapat lingkungan
hidup yang baik dan sehat. Artinya negara sebagai penjamin hak dari warga
negaraanya dalam hal terkait hidup didalam lingkungan yang baik dan layak.

Dalam Pasal 2 huruf ¢ Bab 1l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

menyebutkan bahwa: tanggung jawab negara merupakan asas yang penting dalam

133Siti Khotijah, 2009:http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/11/Ig/analisis-filosofi-uu-nomor-
32-tahun-2009/di akses pada tangal 31 Juli 2017.

74



pencegahan perusakan hutan, sehingga negara juga menjamin hak-hak dasar
warga negara terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Negara sebagai penjamin
kehidupan warga negaranya, terutama dalam hal untuk mendapatkan lingkungan
hidup yang sehat' dan bersih..Banyak kebakaran di Indenesia dan Malaysia,
misalnya, dilakukan oleh usaha bersama antara negara bagian, perusahaan
penebangan kayu, dan pemilik dahan,: membuka lahan untuk mengubah hutan
menjadi produksi minyak kelapa sawit yang menguntungkan.***

Hak ini-adalah kategori Hak Asasi Manusia yang yang berlaku bagi semua
orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 sendiri
memberikan perlindungan baik kepada setiap penduduk maupun setiap warga
negara Indonesia. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 juga
menjamin perlindungan bagi-setiap penduduknya tanpa melihat apakah dia warga
negara atau orangasing.**®

Kejadian  kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kerusakan
lingkungan, pencemaran asap, dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca di
udara, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pemanasan global dan perubahan
iklim. Kenyataannya, kejadian kebakaran hutan di Indonesia selalu berulang
hampir setiap tahun pada lokasi yang sama. Padahal peraturan yang berkaitan
dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah banyak

dikeluarkan pemerintah, antara lain: (1) Undang-Undang Republik Indonesia

134 Tackle Haze Pollution From Fires, Jurnal West Law, See Southeast Asia: ASEAN Adopts
Regional Action Plan, Int'l Env't Daily (BNA), Dec. 30, 1997, diakses melalui http://Pustaka-
Fakultas-Hukum, diterjemahkan oleh Google Translate pada 1 Oktober 2017.

135Jimly Asshiddigie, Op. cit, him. 385.
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Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau

Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau

diharapkan

kebakaran h

dimakan api.
Permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Riau akan menjadi
permasalahan rutinitas secara terus menerus apabila pemerintah, pengusaha, dan

masyarakat tidak segera menindaklanjuti dengan program aksi dalam

1%6Bambang Hero Saharjo dan Alex Yungan, “Pengaruh Kebijakan dalam Upaya Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca” Jurnal Silvikultur
Tropika, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB, Vol. 05 No. 2, Desember 2014, him.
128.
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meminimalisir dampak kebakaran hutan di Riau dan wilayah lainnya. Dalam hal
ini pemerintah harus berkerja sama dengan daerah agar pembakaran hutan di Riau
tidak terjadi kembali, dan pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan
penindakan kepada pengusaha.dan masyarakat sekitar dalam menanggulangi
kebakaran hutan di Provinsi Riau yang mana disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang-Pencegahan dan,Pemberantasan Kerusakan Hutan.
Pencegahan hutan dari kebakaran merupakan hal penting yang harus dipelajari
dan diketahui oleh warga dan petugas yang tinggal di wilayah sekitar hutan.
Dalam hal ini_krisis lingkungan yang terus meningkat serta banyaknya sengketa
Lingkungan Hidup yang berujung bebas menjadi preseden buruk yang
mengancam eksistensi lingkungan dan manusia. Salah satu problem mendasar
adalah lemahnya konstitusi hukum yang berdampak pada penaatan lingkungan
yang rendah. Selain penguatan institusi maupun kordinasi antar lembaga terkait
yang mesti dilakukan, ternyata diperlukan penguatan rule of the game yang bisa
mengatur seluruh persoalan lingkungan.*®

Kenyataan menunjukan lingkungan hidup semakin rusak oleh manusia.**®
Sehingga dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat masih belum
dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan adanya kasus
pencemaran udara yang terjadi di beberapa daerah Indonesia salah satunya
Provinsi Riau yang pada tahun 2015 lalu terjadinya pencemaran udara yang
berupa asap dan mengakibatkan kualitas udara pada saat itu sangat buruk sampai

dirasakan ke Negara tetangga Indonesia. Dalam hal ini, pada dasarnya Negara

137http://anggihirawan.blogspot.co.id/2016/10/makalah-permasalahan-kebakaran-hutan-di.html,
diakses, tanggal, 2 Januari 2022
138|skandar, Op.cit, him.6.
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berperan penting dalam penanganan kasus yang mengakibatkan pencemaran udara
yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan sebagian Negara tetangga,
sehingga disinilah peran dan tanggung jawab Negara dibutuhkan dalam
penanganan kasus tersebut demi_menjamin.kesejahteraan. masyarakat dalam
memperoleh udara yang sehat dan bersih.

Terlepas adanya perdebatan apakah kasus karhutla tersebut terjadi akibat
adanya kemarau panjang atau ulah manusia, negara tetap harus melaksanakan
tanggung jawabnya untuk mengelola dan melindungi kondisi lingkungan yang
menjadi lokasi pencemaran udara akibat karhutla. Pada pelaksanaan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, negara bekerja _dengan berlandaskan pada
beberapa asas, salah satunya adalah asas tanggung jawab negara, yang menjadikan
negara sebagai titik sentral dan acuan. Negara mempunyal peran penting dan
sentral.

Lahan hutan adalah lahan yang “memiliki cukup banyak pohon, berdiri
atau di bawah, atau bahan yang mudah terbakar, untuk dijadikan pertimbangan
departemen, ancaman kebakaran". *° Kebakaran -hutan dan lahan di wilayah
Sumatera, seperti Riau. Kebakaran hutan danlahan di Riau berdampak pada kabut
asap yang semakin mengganggu masyarakat dan juga penerbangan bahkan negara
tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Badan Lingkungan Nasional Singapura
(NEA) melaporkan Indeks Standar Pencemaran Udara (PSI) di wilayahnya

mencapai tingkat tertinggi, yaitu 111 Kketinggian kabut asap, meski sempat

139 E.D. Washington. Daniel R. AUTERY, dan Rita Ann Autery, suami dan istri; et al, Jurnal West
Law, 2003 WL 23979931 (E.D.Wash.) (Percobaan Motion, Memorandum dan Affidavit)
Pengadilan Distrik Amerika Serikat, penggugat, v.AMERIKA SERIKAT, dkk, Terdakwa. No. CS-
02- 5113-EFS. 24 Oktober 2003, diakses melalui http://Pustaka-Fakultas-Hukum, diterjemahkan
oleh Google Translate pada 4 Januari 2022.
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menurun jadi 80 persen beberapa waktu yang lalu. Dampaknya juga telah
dirasakan oleh sebagian warga Malaysia dan Singapura, karena asap itu telah
menyebar di sebagian wilayah dua negara itu.1*°

Di wilayah'Kalimantan.Barat juga terdapat titik api.dan kabut asap yang
terdapat 371,95 hektar lahan sejak Januari 2016. Dalam hal ini-pemerintah
bertanggung jawab atas menjamin lingkungan .hidup yang baik dan sehat. !
Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu
dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan
dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah
terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif,
konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum
perlindungan dan pengelolaan lingkungan _ hidup . yang~jelas, tegas, dan
menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan
dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Menurut penulis, masalah lingkungan di Indonesia, telah menjadi salah
satu perhatian masyarakat dunia saat ini. Negara bertanggung jawab dalam upaya
menyelesaikan permasalahan lingkungan di Indonesia, dengan berbagai Undang-
Undang yang tidak harmonis dan aturan pelaksananya yang tidak singkron
dimungkinkannya secara tegas berkenaan dengan kewajiban seluruh waga negara

untuk melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

140 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_sanksihukum_kabutasap, diakses, tanggal, 4
Januari 2022.

41 https://www.rappler.com/indonesia/144233-asap-menyelimuti-beberapa-kabupaten-di-
kalimantan-barat, diakses, tanggal, 4 Januari 2022
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Setiap negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya,
terutama seperti halnya yang penulis uraikan dalam hal menjamin hak warga
negara atas lingkugan hidup yang baik dan sehat, ini merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh" negara, karena negara sebagai tempat tinggal warga
negara yang harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya, terutama dalam
pembahasan ini penulis membahas tanggung jawab negara dalam hal terhadap
jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara harus berperan aktif dalam
pemenuhan hak atas udara yang baik dan sehat, bagi seluruh warga negaranya,
serta tidak mengurangi hak-hak warga negaramya tertentu.

Kapabilitas Pemerintah Daerah sangat dituntut dalam mengendalikan
kebakaran hutan dan lahan. Kapabilitas merupakan bentuk dari-kemampuan yang
harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan dan masalah
yang terjadi dalam dinamika serta perubahan. Kebakaran terus menerus
mengindikasikan -~ bahwa Pemerintah. Daerah tidak mampu mengendalikan
kebakaran hutan, terlihat dari efeknya kabut asap. Hal ini menunjukkan bahwa
diperlukan sebuah kapabilitas yang baik untuk mengendalikan kebakaran hutan
dan lahan penyebab kabut asap..Tentu hal.ni tidak luput dari dukungan para
stakeholder serta masyarakat itu sendiri.

Adapun faktor hambatan dapat dirinci sebagai berikut, yakni pertama,
pembagian wewenang kawasan kehutanan (sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau

Kota). Kedua, keterbatasan alat. Sulitnya memadamkan api kebakaran lahan hutan
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gambut oleh tidak adanya unit pemadaman yang kompatibel dengan kondisi lahan
gambut. Ketiga, tradisi masyarakat membuka lahan dengan membakar lahan.

Kebakaran-kebakaran yang tidak diinginkan dapat dikurangi dengan cara

pemerinta ada fe adaman) kebakaran

hutan dan laha
pengendalian k 3 _- -_ gkaf 3 Jan bidang satuan
kerja, namun @ dilal :‘ all .‘ agenda  pemadaman.

Koordinator  pe anap Badan « Penanggulangan

masih banyak daerah yang tidak memiliki alokasi anggaran khusus baik untuk

operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan mapun anggaran yang

142K ushartati Budiningsih, “Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di
Provinsi Sumatra Selatan”, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Volume 14 Nomor 2, November
2017, him. 166.
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dialokasikan untuk peralatan, dan kepemimpinanpun sangat mempengaruhi
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.#

Berdasar uraian yang penulis uraikan diatas masih lemahnya tanggung
jawab Pemerintah’ Daerah akan_kepedulian-terhadap lingkungan hidup ini,
terutama mengenai kebakaran hutan dan lahan, Negara Indonesia seakan menjadi
langganan bencana kebakaran hutan disetiap tahunnya, terlepas dari apa penyebab
dan sebabnya terjadinya kebakaran hutan ini, seharusnya pemerintah memberikan
tanggung jawab penuh terhadap permasalah kebakaran hutan ini, selain itu
minimnya tanggung jawab pemerintah berdampak buruk pada kehidupan warga
negara, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan lingkungan hidup yang
baik dan sehat, sedangkan dalam Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan hak dan jaminan yang
kuat bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak terkhusus
dalam hal lingkungan hidup ini.

.Aspek Yuridis Peran Pemerintah Terhadap Penanggulangan Kebakaran
Hutan dan Lahan Didaerah

Timbulnya tanggung jawab pemerintah atas lingkungan didasarkan pada
adanya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berada di
wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara tersebut yang membawa
akibat yang merugikan terhadap lingkungan tanpa mengenal batas negara. Dalam
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa bagi perusak hutan dapat

143Bambang Heru Saharjo, “Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Gel
Pemadam, Jurnal Silvikultur Tropika, Volume10 Nomor 01, April 2019, him. 45-50.
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dikenakan sanksi pidana berupa ; paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau,
pencabutan izin.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

langkah y

dan pemeta

indentifikas

-amW*
q‘.t
-

bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan
mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh
masyarakat. Dan Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikhususkan pada pelayanan publik. Begitu juga yang disebutkan pada Pasal

15 dan 16 yang dimana Pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan

44Trwandi, “Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan
LOA Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur”, Jurnal Agrifor, Volume XV Nomor
2, Oktober 2016, him. 202-203
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lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat

untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sehingga dalam

menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat bisa dipenuhi oleh

dalam pasal 2
2007 ialah s
Dala

membakar - fa ANg dalam Undang-

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Oleh karena itu anggapan bahwa manusia adalah mahkluk yang paling
berkuasa adalah tidak benar. Tidak hanya faktor alam yang berpengaruh misalnya

udara yang sangat panas disaat musing kemarau namun juga karna ulah manusia

45Ahdulllah Akbar, Pemahaman dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan dan di Indonesia, Bogor :
Forda Press, 2016. HIm. 34
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yang tidak sadar akan pentingnya hutan dan sikap yang ceroboh. ¢ Faktor
penentu keberlangsungan kehidupan kita tidaklah di tangan kita, sehingga
kehidupan kita sangat rentan. Namun manusia merupakan makhluk hidup yang
paling besar tanggung jawabnya.untuk menjaga keberlangsungan tersebut. Kasus
kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling
utama menyumbang kerusakan<hagi ‘alam yang mengancam keberlangsungan
kehidupan. ‘Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi
manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya
terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak.

Akan tetapi fakta tidak dapat dipungkiri ketika bencana kabut asap yang
melanda Indonesia, khususnya pada wilayah Sumatera dan Kalimantan pada tahun
2015 lalu disumbang oleh perusahaan-perusahaan besar dengan Wilmar Group
dan PT Sinarmas sebagai~penyumbang tertinggi. Dengan  kawasan terpapar
bencana kabut asap yang luas hingga malampaui batas negara tentunya butuh
sebuah upaya kongkrit untuk mengakhiri bencana kabut asap akibat pembakaran
lahan dan hutan. Salah satunya dengan melakukan penegakan hukum terhadap
pelaku pembakaran hutan“dan. lahan secara pidana, baik individu maupun
perusahaan.4’

Awal terbentuknya instrument hukum Nasional Indonesia terkait dengan
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, telah dituangkan dalam Pasal 28

Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR RI

146 http://agroteknologi.web.id/penyebab-dan-dampak-kebakaran-hutan//, diakses, tanggal, 1
Februari 2022.

147 riauone.com/otonomi/Group-Wilmar-dan-Sinarmas-Penyumbang-Titik-Api-Terbanyak, akses,
tanggal, 1 Februari 2022

85



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang

berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2000 perubahan kedua Undang-

Indonesia
jaminan, perlindungan, da stian hukum, . z uan yang sama

dihadapan

hak hidup yang layak secara esensi dan eksistensi sebagai manusia untuk dijamin
dan dilindungi agar terpenuhinya hak hidup manusia. Secara eksplisit,
perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

telah dijamin dan diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia.

48Sumantri, Metode Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Institute Pertanian Bogor Press,
2003, him. 26
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Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga

negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang

IS

sebagai bag mendapatkan

pendidikan dan akses
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Didalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menjelaskan tentang
asas-asas yaitu meliputi :

1. Asas Tanggung Jawab Negara adalah negara menjamin pemanfaatan

sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

149 Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan
Lahan di Provinsi Riau” Jurnal llmu Hukum, VVolume 4 Nomor 3, September 2015, him. 138.
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kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun
generasi masa depan, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat, negara mencegah dilakukannya kegiatan

..Q. pakan alasan untuk menunda
langkah-langkah me alisasi @ enghindari ancaman terhadap

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap

warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
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6. Asas Pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang

usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

9. ata Kelol ang baik adala va‘perlindungan dan

Sip  partisipasi,

10.

OQ.

kekhususan dan ke

Republik Indonesia.

Didalam Undang-undang ini, makna atas jaminan lingkungan hidup yang

baik dan sehat bagai warga Negara, terlihat pada landasan filosofinya. Di sebutkan
bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas
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lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di
Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu
Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk
melakukan perlindungan dan pengelolaan_lingkungan hidup. dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan. Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat mempunyai arti penting dan-hakaki sebagai hak warga Negara, dalam
hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas
lingkungan,*>°

Pemerintah dalam hal ini membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan
pemyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak
sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000
tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
diluar pengadilan.

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah untuk
melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan
efesien, mengingat “penyelesaian sengketa melalui jalur ligitasi cenderung
membeutuhkan waktu lama, proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara
di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesian
perkara sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan
penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.

Jika dikaji lebih dalam undang-undang lingkungan yang lama yakni

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

10 Mufhidatul Tzmy, “Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia dalam
perspektif human security”, Thesis, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan lImu Politik, Universitas Hasanudin, Makasar, 2016. HIm.9
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Lingkungan Hidup, ini jelas membedakan kedudukan hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat, dimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, menyebutkan bahwa “Setiap orang-mempunyai hak yang sama atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Sedangkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun_2009 tentang Pengeloaan Lingkungan Hidup lebih
menempatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada filosofi dari dasar
pembentukan perubahan Undang-Undang lingkungan hidup yang baru.

Disini hak atas lingkungan yang baik dan sehat ditempatkan pada posisi
paling tinggi sebagai hak dasar warga yang dijamin oleh Negara. Perbedaan lain
yang mendasar-atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengeloaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang, Perlindungan dan Pengeloaan
Lingkungan Hidup, yakni penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan
Lingkungan Hidup™ tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan
lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena
dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangnya dan
penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi,

akuntabilitas, dan keadilan.*>!

%1 aode M. Syarif, Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan studi kasus, Jakarta, The Asia
Foundation, 2018, him. 126
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Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif seperti
dikemukakan Heinhard Steiger C.S, bahwa Hak subyektif (Subjective rights)
adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal
ini hak atas lingkungan hidupyang sehat dan-baik, sebagai.hak dasar seseorang
yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi
kelangsungan.hidup manusiaserta ‘'mahluk /idup lainnya yang terhindar dari
pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik.!>?

Oleh karena itu, hak atas lingkungan sehat dan baik sebagaimana tertera
dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kewajiban
untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan
sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap
orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-
generasi mendatang. Perlindungan lingkungan_hidup dan sumber daya alamnya.
Mempunyai tujuan ganda, yaitu memenuhi kepentingan masyarakat secara
keseluruhannya dan memenuhi kepentingan individu-individu.

Bahwa asas kemanusiaan itu berlaku baik bagi tindakan-tindakan individu
maupun pemerintah dan, jika diterapkan pada pemerintah, hal itu mengisyaratkan
bagaimana memaksimalkan hak-hak asasi manusia terbesar bagi sebagian besar
masyarakat. Untuk lebih lanjut dapat dilihat sesuai dengan beberapa Undang-
Undang tersebut bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang ada pada di

Indonesia.

1%2Richard V. Waas, Perlindungan HukumTerhadap Hak, Jurnal Sasi Vol. 20 No.1 Bulan Januari-
Juni 2014, him. 87.
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Dasar Hukum Gugatan Lingkungan “hak setiap orang atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat dari hak asasi manusia. (Pasal 65 ayat 1) disamping

berkewajiban memelihara kelestarian  fungsi  lingkungan hidup serta

mengendalikan p

hak persec
ekstensif.

alah tindakan yang
bertujuan

p vang baik dan

sehat” (lingkungan)

Dengan demikian, gugatan lingkungan berdasarkan ketentuan Pasal 87
ayat 1 UU PPLH mengandung unsur unsur berikut :

1. Perbuatan melanggar hukum;

2. Pencemaran atau perusakan lingkungan;

3. Kerugian pada orang lain atau lingkungan

158Tim Perumus, Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan Riau, Jakarta, The Asia Foundation,
2018, him. 11
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4. Penanggung jawab usaha atau kegiatan; dan

5. Membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu

Hanya gugatan lingkungan yang memuat keempat unsur (Nomor 1-4)

lingkungan  ada atal ‘ pa “‘pencemaran

perusakan

lingkungan, suatu perbuat 2adh ! um saja sukup melahirkan
gugatan ling

gugatan
lingkungan ha kan ke ang atau lingkungan
sehingga yang ™ diku: bz € perusakan
lingkungan adalah o g as.dasar “perbuatan melanggar

2

yang “menimbulkan
kerugian pada orang atau lingkungan” itulah “penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan” diwajibkan “membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan
tertentu.

Berkenaan dengan maksud “tindakan tertentu”, penjelasan Pasal 87 ayat 1

UU PPLH menggariskan, misalnya :
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1. Perintah untuk memasang atau mmeperbaiki unit pengolahan limbah

sehingga sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;

2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup;

3. Menghilangkan atau.memusnahkan-penyebab timbulnya pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup.

Secara luas masyarakat=dalam UU sPPLH mendapatkan perlindungan
hukum yang kuat. Pasal' 1 angka 31 UU PPLH secara spesifik telah menentukan
bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat secara turun
menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal
usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya
sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Gugatan lingkungan dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan
melalui lembaga peradilan merupakan langkah penting untuk-mengawali prosedur
hukum litigasi. Disamping Itu sesungguhnya juga suatu gugatan dapat dimintakan
dalam suatu prosedur penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan melalui
mekanisme non litigasi_process. Legal claim ni.dapat dilaksanakan melalui
prosedur peradilan ataupun-perangkat kelembagaan lainnya dan mempunyai dua
fungsi yang berbeda. Kedua fungsi itu tetap dalam kemasan untuk memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat.

Penuangan hak katas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
“subjective rights” merupakan bentuk perlindungan hukum paling ekstensif yang
memberikan landasan yuridis gugatan hukum bagi individu untuk merealisir

kepentingannya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dasar hukum gugatan
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lingkungan yang bersifat konstitusional telah diterapkan di philipina dalam The
Minor Oposa Case (Supreme Court of the Philippines Decision). Mahkamah
Agus Philipina mengabulkan gugatan penggugat (41 anak dibawah umur yang di
damping para orang tua di damping oleh kuasa-hukum;, sehingga kasus ini dikenal
dengan_Minor Oposa) berdasarkan ‘#he right to a balanced and healthful
environment” yang dirumuskan,konstitusi Philipina.

Dalam penjelasan umum UU PPLH juga di ungkapkan bahwa upaya
preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu
dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan
dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah
terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupakan penegakan hukum yang efektif,
konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu~dikembangkan satu
system hukum perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas,
dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum. sebagai landasan bagi
perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam.serta kegitan pembangunan
lain.®>*

Undang-Undang ini juga mendayagunakan sebagai ketentuan hukum, baik
hukum administrasi, hukum perdata, mapun hukum pidana. Ketentuan hukum
perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dan
didalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup didalam pengadilan

meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun

154Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, HIm. 9.
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hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan
efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan

tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi

pengaturan

memperhatika

hukum pi

administra

1. Pengawasan sosial;
2. Memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
3. Penyampaian informasi atau laporan
Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;
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b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan
kemitraan;

c. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk

okal dalam

aturan yang
ta lingkungan
hidup dapat dite alui pe 0 lihan sengketa
lingkungan hidup dila ‘;: ‘- -L:f a olel ang bersengketa.
Gugatan melalut | dilan h ' 1puh 8 daya penyelesaian

sengketa di lua . : asil oleh salah satu

tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau h. tindakan
untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat

digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan
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sengketa lingkungan hidup. Khusus untuk Pasal 86 UU PPLH ditekankan bahwa
masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah dan
pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa
penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
Ketentuan lebih lanjut mengenat lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lingkungan dan manusia serta perilakunya memang diterima sebagai
suatu ekosistem yang memiliki aspek kebijakan dan hukum lingkungan. Dalam
UU PPLH yang didefinisikan bahw lingkungan hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup_lain. Inilah suatudefinisi yang menggambarkan
betapa banyak ilmu yang dapat didayagunakan seperti biologi lingkungan, kimia
lingkungan, ilmu lingkungan, ilmu hukum lingkungan dan lain sebagainya.*>®

Pasal 65 UU PPLH telah memberikan pengaturan bahwa setiap orang
berhak atas lingkungan hidup yang baik dan-sehat sebagai bagian dari hak asasi
manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mengajukan usul
dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan

dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

15Krismayanti Tasrin, Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia, Bandung,
Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara, 2012. HIm. 12
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Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang

berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan

orang yang
tidak dapat
dituntut secars : : sal' 67 UU PPLH
menyataka elestarian fungsi
lingkungan an/atau  kerusakan

lingkungan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 69 UU PPLH terdapat pengaturan bahwa setiap orang
dilarang:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup;memasukkan B3 yang dilarang menurut
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ISJIAIU

nery we[sy sej

peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan

\ & Vo g 8

AN

Jan hidup yang

in lingkungan;

penyusun amdal;

memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat
berupa:

a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau

c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
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Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian,

keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan

“legislative

utama dalam

<A
@
B
QD
3
QD
=1
2

< o
=
g
5
3
]
3
3
s

atau yang mengandung

<

karakter  keterpadue : g . G.A. Biezeveld

of legal governmental powers to ensure compliance with environmental
regulations by means of:
a. administrative supervision of the compliance with environmental
regulations (inspection) (= mainly preventive activity);
b. administrative measures or sanctions in case of non compliance (=

corrective activity);
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c. criminal investigation in case of presumed offences (= repressive

activity);

d. criminal measures or sanctions in case of offences (= repressive

menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga
ketika kewajiban dilanggar dan menyebabkan kerugian maka rakyat atau
kelompok masyarakat harus menggugat negara dalam konteks abaikan akan

tanggung jawab bahkan bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum.*®’

%6Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan
Lahan di Provinsi Riau” Jurnal llmu Hukum, Volume 4 Nomor 3, September 2015, him. 138.
57Wahyu Catur Adinugroho, Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut,
Jakarta: Wetlands Internasional,2004, him. 39.
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Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur
dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Kemampuan aparatur penegak hukum lingkungan disinyalir belum banyak

polisi, jak N peng 3 : g wenang memberi
izin. Bahkan dik an bahwe ‘ ) memberi izin
merupakan sarkan prinsip:
“pejabat ya jawab terhadap

penegakan

Sl any

oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk peningkatan
peran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan adanya penghargaan dari
Pemerintah kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat,
apabila mengetahui dan melaporkan pelaku tindak pidana pembakaran hutan

tersebut.
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Pemerintah daerah dapat melakukan upaya pencegahan untuk
meminimalisir terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dengan melaksanakan

penyuluhan Hukum ke tengah-tengah masyarakat mengenai larangan membakar

pemerint

psikologis

tindak pida
Pene

sebenarnya

0&.

penyebabnya. Pemerintah

kepada pihak lain untuk melalukan kegiatan di bidang kehutanan. Pemanfaatan
hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan
jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil

hutan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

%8Agus Santoso, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
2013, him. 108
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Kebijakan di bidang kehutanan selain merupakan salah satu kebijakan

strategis yang bersifat nasional, juga merupakan kebijakan yang erat kaitannya

dengan permasalahan lingkungan Internasional, seperti terjadinya kebakaran
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lingkungan Hidup Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1./3/2016 Tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

B. Saran
1. Kapabilitas Pemerintah Daerah sangat dituntut dalam mengendalikan

kebakaran hutan dan lahan. Kapabilitas merupakan bentuk dari

kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintan daerah dalam
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menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi dalam dinamika serta

perubahan. Kebakaran terus menerus mengindikasikan bahwa Pemerintah

Daerah tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan, terlihat dari
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